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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi
disiplin terhadap.Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor,Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten. Indragiri Hulu; serta  faktor-faktor yang. mempengaruhi
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu.Perumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah Bagaimana penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu? dan Apa Faktor-
faktor yang-mempengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor
Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?Dilihat dari jenisnya maka
penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian observational research dengan
cara survei dan dilihat dan sudut sifatnya deskriptif. Alat pengumpul data dalam
penelitian ini_adalah wawancara dan kuesioner. Sumber data terdiri dari data
primer dan data sekunder. Sebagai populasi dan responden adalah keseluruhan
pegawai yang bekerja pada kantor Camat Peranap yartu berjumlah 13 orang
pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Camat, Sekretaris
Camat, Kasubbag Umum, Kasubbag Program dan Keuangan, Kasi Pelayanan
Umum, Kasi Pembangunan, Kasi.Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi
Pemerintahan, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat masing-masing 1 (satu) orang;
serta pegawai pelaksana 4 (empat) orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dan kuantitatif, dan penarikan_kesimpulan dengan cara induktif. Hasil penelitian
ini menyimpulkan bahwa penerapan'sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, secara
keseluruhan sudah berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan penerapan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan. Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010Tentang Disiplin .\Pegawai Negeri Sipil, melalui mekanisme penerapan
disiplin yang meliputipemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan
penyampaian keputusan hukuman. disiplin..Disamping itu penerapan disiplin
Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut juga telah dapat membina kinerja dan
memotivasi kedisiplinan kerja pegawai, serta memberikan efek jera kepada PNS
yang melanggar peraturan disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu adalah faktor keteladanan pimpinan, pengawasan
disiplin oleh pimpinan, dan ketegasan dalam penjatuhan hukuman disiplin.



ABSTRACT

The purpose of this study..was to find out_and analyze the application of
disciplinary sanctions to. Civil Servants (PNS) in the sub-district office of Peranap
Subdistrict, Indragiri Hulu Regency; and the factors that influence the discipline
of Civil Servants (PNS) at the Peranap Sub-District Office in Indragiri Hulu
Regency. Formulation of the problem-in-the! implementation of this research is
How to apply disciplinary sanctions to Civil Servants: (PNS) at the sub-district
office of Peranap Subdistrict, Indragiri Hulu Regency? and What are the Factors
that influence the discipline of Civil Servants (PNS) in the sub-district office of
Peranap Subdistrict Indragiri Hulu Regency? Viewed from the type, this study is
classified into the type of observational research by survey and seen and the angle
is descriptive. .Data collection tools in this study were interviews and
questionnaires. The data source consists of primary data.and secondary data. As a
population and respondents are all employees who work at the Peranap sub-
district office, amounting to 13 employees who are civil servants, consisting of
sub-district heads, secretary of sub-district head, general head of sub-division,
head of program and finance sub-division, head of public services, development
office Public Order, Head of Government, and, Kasi Community Empowerment
each 1 (one) person; and executive/staff of 4. (four) people. Data analysis is done
qualitatively and quantitatively, and conclusions are drawn inductively. The
results of this study conclude that the application of disciplinary sanctions to Civil
Servants at the sub-district office of Peranap Subdistrict, Indragiri Hulu Regency,
as a whole has gone'well. This is because the application of the discipline of Civil
Servants in the agency has.been carried out in aceordance with the provisions of
the Republic of Indonesia Government Regulation Number 53 of 2010 concerning
Discipline of Civil Servants, through the mechanism of implementing disciplines
which include summons, examinations, sentencing, and submission of
disciplinary sentences. Besides that, the discipline of Civil Servants in these
institutions has also been able to foster performance and motivate employee work
discipline, and provide a deterrent effect on civil servants who violate disciplinary
regulations. Factors that influence the discipline of Civil Servants at the District
Office of Peranap Subdistrict, Indragiri Hulu Regency are factors of leadership,
discipline supervision by the leadership, and firmness in imposing disciplinary
penalties.
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PENDAHULUAN

paling pen
yang lainn

penggerak

komplitnya

menjalankan tugas merupakan salah satu kunci kesuksesan serta keberhasilan
suatu organisai pemerintah. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan tugas-tugas administrasi tergantung pada kesempurnaan dan
kedisiplinan pegawai negeri itu sendiri sesuai dengan sebutannya sebagai public

service (pelayanan masyarakat) (Rasjid, dkk., 2001;10).

11



Oleh karena itu demi tercapainya pelayanan dalam masyarakat perlunya
memperoleh pekerjaan yang layak. Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang-layak bagi kemanusian”. lsi-Pasal tersebut, Negara menyadari
akan arti pentingnya dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kehidupan
manusia. Maka perlu bekerja.untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi
dan salah satu pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada negara dengan
menjadi pegawai negeri.

Sedangkan dengan adanya pekerjaan harus ada aturan dan ketaatan bagi
pekerja untuk bekerja, faktor disiplin kerja ‘sangat berperan penting dalam
pelaksanaan kerja pegawai. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri
waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan
pekerjaan. Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati
peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa
ada rasa paksaan . Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja
yang tinggi akan mempunyai Kinerja yang baik karena waktu kerja dimanfaatkan
sebaik mungkin untuk melaksanakan ‘pekerjaan yang sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Pegawai wajib mendisiplinkan diri masing-masing mulai dari
lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga sampai lingkungan kerja agar tercipta
produktivitas yang baik dalam menjalani tugasnya sebagai pegawai.

Pegawai negeri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan
Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan

bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan
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pembinan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai Aparatur
Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini
mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya
sejauh mungkin diusahakan-adanya keserasian antara kepentingan dinas dan
kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila
ada perbedaan antara kepentingan.dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai
perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan.

Dewasa Ini begitu banyak masyarakat Indonesia yang ingin menjadi unsur
aparatur Negara (pegawai negeri). Hal ini biasa dilihat dari tingginya animo
masyarakat untuk mengikuti seleksi pegawai negeri setiap.tahunnya sehingga
biasa diketahui begitu banyaknya jumlah pegawai negeri di Indonesia saat ini.

Peraturan untuk mengatur kedisiplinan pegawai negeri dalam menjalankan
tugasnya sangat.diperlukan dalam hal ini, karena pegawai negeri berkedudukan
sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan pada
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas Negara pemerintahan dan pembangunan.

Kedisiplinan juga dapat diartikan sebagai bentuk kesediaan seseorang
untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tepat waktu, baik, dan sesuai dengan
ketentuaan yang ada, penerapan disiplin dalam suatu instansi di tujukan agar
semua pegawai yang ada dalam instansi tersebut dapat mengendalikan diri untuk
melaksanakan segala peraturan yang ada sesuai dengan yang telah di tetapkan
maka hal itu dapat menjadi modal utama untuk menentukan tercapai atau tidaknya

tujuan dari segala kegiatan ataupun program kerja yang ada.
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Sebagaimana yang diungkapkan The Liang Gie dalam Rafik (2016;2)
bahwa: “Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak
kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisplinanan pegawai, sehingga
dapat menghambat kelancaran.pemerintahan.dan pembangunan nasional, antara
lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan
bagian, bukan terletak pada_kesatuan:-yang harmonis melainkan kesatuan pada
bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang
menghargal ketepatan waktu”.

Adapun yang mengatur tentang Kewajiban Pegawai ASN yaitu Pasal 23
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagai berikut:

a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang pemerintah yang sah;

b) Menjaga persatuan dab kesatuan bangsa;

c) Melaksanakan kebijakan< yang rdirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;

d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;

f)  Menunjukkan integritas keteladanan dalam. sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun luar kedinansan;

g) Menyimpan rahasia“jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peruran perundang-undangan ; dan

h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Oleh karena itu setiap PNS harus mentaati keawjiban yang telah dibuat
oleh Undang-Undang tentang ASN. Untuk membina pegawai negeri sipil supaya
dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin. Pemerintah menetapkan suatu

peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai

negeri sipil, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
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2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, diharapkan pegawai negeri
sipil dapat menjalankan tugas sebagai penggerak roda pemerintahan.

Apabila PNS tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan atau

iy disay yejepe il udwnyo(]

Jenis hukuman sedang sebg dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri

dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun .

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun.

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun .

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;

c. Pembebesan dari jabatan .

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan

e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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Pegawai  negeri sebagai aparatur Negara, Abdi Negara, dan abdi
masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan,
dalam hal ini kedudukan pegawai negeri menjadi sangat penting sebab lancar dan
tidak lancarnya pemerintahan.dan pembangunan Negara tidak terlepas dari
peranan dan keikut sertaan pegawai negeri. Formasi pegawai disusun berdasarkan
jenis pekerjaan, sifat pekerjaan,. perkiraan, beban kerja dan kepastian pegawai
pelaksanaan dan peralatan jenjang dan jumlah pangkat-serta jabatan dan keadaan
keuangan Negara (Moekidjat, 1985;24).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 30 Juli
2018 dengan Camat Peranap. penulis masih menemukan adanya pegawai negeri
sipil lingkungan kantor Camat Peranp Kabupaten Indagiri Hulu yang melanggar
kewajiban yang telah diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil, terutama dalam menaati
peraturan disiplin hari kerja yang telah-ditetapkan, yaitu pegawai sering tidak
hadir di kantor pada hari kerja yang telah ditetapkan (Wawancara dengan Camat
Peranap Kabupaten Indagiri Hulu, tanggal 30 Juli 2018)

Peraturan untuk mengatur kedisiplinan pegawai negeri dalam menjalankan
tugasnya sangat diperlukan dalam-hal ini, karena pegawai negeri berkedudukan
sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan pada
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas Negara pemerintahan dan pembangunan. Namun penulis melihat
kenyataannya pada kantor Camat Peranap masih kurangnya disiplinnya pegawai

dalam melaksanakan tugas. (Rasjid, dkk., 2001;10)
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1) Tingginya tingkat absensi pegawai pada kantor Camat Peranap.
2) Banyak pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya.

Sebagai gambaran mengenai kedisiplinan pegawai pada tabel berikut

disajikan rekapi i wai_di eranap Kabupaten
Indaragiri
Tabel I. i nap Kabupaten
n W a"" i a m DeseFr)nber
5 i Tida_k
Bula i i Hadir
o %
Januari —r X % - et 86 | 17,14
Februari =18 b ,38 | 15,62
Maret 2 LAl = 24 | 11,76
April TR - 59 | 29,41
Mei | 36 | 63,64
Juni 1 | diE 9,17 | 20,83
Juli - 9 8,58 | 31,42
Agustus °) 76,48 23,52
September 21,88 | 78,12
Oktober 88,58 | 11,42
Nopember 85,72 | 14,28
Desember - 90,33 9,67
Jumlah 238 - 48 | 43 | 72,77 27,23
Sumber:; Kantor Camat Kecamat ten Indragiri Hulu

Menurut Flippo dalam bukunya bahwa tingkat maksimum absensi hanya
3%, apa bila tingkat absensi pada suatu instansi pemerintahan melebihi 3% maka
dikategorikan tinggi. Tingginya absensi akan mengakibatkan pengurangan
pegawai yang bekerja sehingga efektifitas kerja akan berkurang karena

kekurangan tenaga kerja (Flippo, 2011;5).
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Dari keterangan diatas dan kondisi yang telah penulis paparkan, Penulis
memfokuskan tingginya absensi pada kantor Camat Peranap sehingga dari gejala-
gejala dan uraian diatas perlu dilakukan penelitian yang mendalam, dari tingginya
absensi tersebut..akan menimbulkan kurangnya pegawai.. dalam menjalankan
tugasnya sehingga akan menimbulkan sanksi, tingginya tingkat absensi tersebut
dapat diberikan sanksi ringan,-seperti -diatur jpada Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010, yaitu terbagi atas:

a) Teguran lisan.
b) Teguran tertulis ; dan
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis .

Pelanggaran disiplin kerja oleh pegawai negeri sipil dapat terjadi karena
faktor kesengajaan seperti tidak menepati jam masuk dan pulang kerja, karena
adanya keperluan keluarga, jauhnya kantor dengan tempat tinggal pegawai adanya
kemacetan, dan disebabkan karena factor cuaca. Adapun peraturan kedinasan/jam
kerja yang berlaku di Kantor Camat = Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu untuk 5 hari kerja perminggu adalah sebagai berikut:

1. Hari Senin — Kamis dari jam 8.00 Wib dan berakhir pada jam 16.00 Wib,
dengan waktu istirahat dari jam 12.00- 13.00 Wib.
2. Hari Jum’at dari jam 8.00 dan ‘berakhir 16.00 Wib dengan waktu istirahat
dan sholat jam 11.30-13.30.
Sedangkan pakaian Hari Senin dan Selasa Dinas Pemda.
Hari Rabu pakaian Baju putih dan celana Hitam.

Hari Kamis pakaian olahraga/batik.
Hari Jum’at pakaian melayu.

ook ow

Koordinasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintah karena begitu
banyak kita temui tumpang tindihnya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya
koordinasi yang akan berpengaruh pada disiplin kerja walaupun keseluruhann

yaitu bisa di sesuaikan dan di atur demi tujuan dan kepentingan bersama.
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Selanjutnya dengan adanya koordinasi ini di upayakan agar pelaksanaan kerja
mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

Menurut peraturan pemerintah daerah atau peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 76 Tahun.2016 tentang.kedudukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi
serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hulu. Posisi dan
keanekaragaman daerah, peluang’ [dan|tantangan persaingan global dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan
system penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam rangka otonomi daerah ini, Kepada daerah diberi hak, wewenang,
dan kewajiban-mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Bupati Nomor 76
Tahun 2016 tentang mengatur suatu kedudukan, susunan erganisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hulu.
Khususnya dalam hal ini penulis memfokuskan tentang kedisiplinan pegawai
daerah di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.merupakan keseluruhan upaya-upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Dengan terlaksananya manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang baik pada suatu organisasi pemerintah maka

diharapkan tujuan organisasi tersebut dapat terwujud.
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Pengawai negeri sipil adalah aparat Negara yang merupakan Abdi Negara
dan Abdi masyarakat yang mempunyai tugas dan kewajiban memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Kantor Camat Peranap yang merupakan lembaga

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengumpulkan data yang
diperlukan,kemudian memproses dan meanalisisnya teori-teori yang didapat untuk
mendapatkan kesimpulan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis:
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a) Penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor
Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

b)

Sebelum membahas menge p manajemen kepegawaian indonesia,
diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai subjek dari hukum
kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) . Kedudukan dan peranan dari
pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan,
sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam

melaksanakan pembangunan nasional.
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Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat
adil dan makmur seimbang material dan spritualnya berdasarkan pancasila
didalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan
pemerintahan dan: pembangunan._nasional itu-terutama sekali tergantung pada
kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari
kesempurnaan pegawai negeri, (sebagai 'bagian .dari aparatur negara) . Peranan
dari Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang
berbunyi not the gun,the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting
melainkan manusia yang menggunakan senjata itu (Penjelasan Umum UU Nomor
8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai
negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan dalam rangka mencapal tujuan negara. Tujuan negara Kita,
seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa
dan selurun tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia . keempat
tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan.adanya pembangunan nasional yang
dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, terarah, dan terpadu,
bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Disiplin merupakan ketaatan dan kesetian dalam melaksanakan tugas-
tugas dan kewajiban yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil Kantoran dengan
melaksanakan disiplinan seorang pegawai kantor dapat melatih diri untuk

mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan

22



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

produktifitas kerja secara lebih efektif dan efisien ditempat kerja agar disiplin

berjalan dengan baik seperti dalam mengikuti jam masuk , istirahat dan jam

pulang.

pejabat ya penge : Ik terhadap mereka
yang mem;
sebagainya. gema eng: -:‘ enggur .‘ _ g ng bersifat materiil

mencermati

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemeintahan.
Nitisemoto (1982;119), mengatakan bahwa Kedisiplinan terbagi 4 yaitu
sebagai berikut:
a) Kaedisiplinan waktu adalah suatu sikap kegiatan yang ditujukan oleh
pegawai terhadap berbagai peraturan jam masuk dan jam pulang kantor

serta pemanfaatan jam-jam kerja.
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b) Kedisiplinan tugas adalah suatu sikap ketaatan yang diajukan oleh pegawai

1.

2.

terhadap berbagai ketentuan yang berhubungan dengan tugas, seperti

memenuhi ketentuan dalam penyelesaikan tugas tepat waktu yang telah

~ 5
dapa g

Besar kecilnya pemberian kompensasi;

Ada tidaknya keteladanan pimpinan;

Ada tidaknya aturan yang pasti yang dijadikan pegangan;
Keberanian pemimpin mengambil tindakan;

Ada tidaknya pengawasan pimpinan;
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6. Ada tidaknya perhatian terhadap karyawan;

Diciptakannya kebijakan-kebijakan yang mendukung tegaknya disiplin.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2009;195), indikator-indikator yang

jelas kayawan yang

Disinilah letak pentingnya asas “the ringht man in the ringht place and
the ringht man in the ringht job”.
Teladan pimpinan

Teladan pimpinan beperan penting dalam menentukan kedisiplinan
karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh

bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin, jujur,

25



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

adil serta sesuai kata dan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik,

kedisiplinan bawahannya akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang

baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin.

hi kedisiplinan

dan kecintaan

memuaskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga.

Jadi, balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan
karyawan. Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan
karyawan. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil kedisiplinan karyawan

menjadi rendah. Karyawan sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-

kebutuhan pimernya tidak terpenuhi dengan baik.
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d.

Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawannya,

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta

pekerjaannya.
Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan.

Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan,

dan pengawasan dari atasannya.

Dengan waskat, atasan secara langsung dapat mengetahui

kemampuan dan kedisiplinan setiap individu bawahannya sehingga
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konduite setiap bawahan dinilai objektif. Waskat bukan hanya mengawasi

moral kerja dan kedisiplinan karyawan saja, tetapi juga harus berusaha

mencari sistem kerja yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan

hendaknya cukup wajar untuk Setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat
mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan.
Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk

menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi
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hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas
menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan

diakui kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian,pimpinan akan

harmonis.

Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan
kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal i
antara semua karyawannya. Terciptanya human relationship yang serasi
akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini
akan memotivasi kedisiplinan yang baik. Jadi, kedisiplinan karyawan akan

tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam oganisasi tesebut baik.
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Dalam organisasi pegawai yang melakukan pekerjaan tanpa adanya
kedisiplinan yang tinggi akan berdampak negatif bagi kantor, hal ini terlihat dari:

a) Tidak tercapainya target yang sudah diprogram.

Penetapan Dis k mengkondisika amat agar bisa

melaksanakan tinda isi : edisiplinan yaitu

benar bersalah) sehingga aka mbulkan rasa dendam .

b) Pendisiplinan harus bersifat membangun .
Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindarii menegur kesalahan yang
telah dilakuan oleh pegawai haruslah diikuti dengan cara pemecahannya
yang bersifat membangun,sehingga pekerja tidak merasa bingung dalam
menghadapi kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki

kesalahan tersebut.
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¢) Pendisiplinan dilakukan dengan cara langsung dengan segera.

Suatu tindakan yang dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa

pegawai siapapun telah melakukan kesalahan harus dapat mengubah

d)

yang tuntas sampai pada pegawai atau pekerja yang paling bawah,
sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana
melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, seperti
apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung

jawabkan hasil pekerjaan itu.
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Dalam pembinaan pegawai kantor, bimbingan sangatlah penting untuk
peningkatan kedisiplinan pegawai. Bimbingan kedisiplinan mempunyai makna

mengajak melakukan kebiasaan yang melalui kesadaran tanpa adanya paksaan.

1.

2.

atau perorangan.

Pembinaan aparatur atau pegawai sebagian berkisar pada persoalan
pelanggaran kedisiplinan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan lain sepanjang menyangkut atau mengatur pegawai negeri
sipil. Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang mengatur
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kewajiban, larangan, dan sanksi-sanksi. Apabila kewajiban dan larangan tidak

ditaati oleh pegawai negeri sipil, pelanggaran setiap ucapan, tulisan atau

perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik

yang dilakukan didalam maupun.diluar kerja.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil dijelaskan tentang kewajiban PNS, yaitu:

Setiap PNS wajib:

1.
2.
3.

s

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Mengucapkan sumpah/janji PNS

Mengucapkan sumpah janji/jabatan

Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan
pemerintah.

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesetiaan,kesadaran,dan tanggung jawab.

Menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah , dan martabat PNS.
Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri,
seseorang,dan/golongan.

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan.

Bekerja dengan jujur, tertib,cermat,dan bersemangat untuk kepentingan
negara.

Melaporkan dengan segera keatasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama
dibidang keamanan, keuangan dan materil.

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja .

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

Menggunakan dan memeliharakan barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya

Memberikan pelayanansebaik-baiknya kepada masyarakat.

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

Memberikan kesempatan kepada bawahan utuk mengembangkan karier
nya dan

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Disiplin kerja adalah sifat, watak dan kualitas kehidupan batin seseorang.

ia merupakan sikap mendasar terhadap diri dan dunia yang direfleksikan dalam
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kehidupan nyata. Disiplin kerja adalah sikap hidup manusia yang mendasar
terhadap kerja dengan adanya hukuman diperlukan dalam meningkatkan
kedisiplinan dalam mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan
organisasi, pemberian hukuman.harus adil. terhadap semua pegawai. Dengan
keadialan, sasaran pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarannya bukan
menjadi alasan bagi pegawai (Atmosudirdjo; 2000;10).

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun mempunyai
tiga peran yang serupa. Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan
yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS
sangat diperlukan. Kedua, melakukan fungsi. manajemen pelayanan publik.
Ukuran yang di pakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh nya
masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Apabila tujuan utama
otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga
desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti benar keinginan dan
harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS.._harus mampu mengelola
pemerintahan. Artinya pelayanan.pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS.
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami
oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan
tujuan kebijakan tersebut (Atmosudirdjo, 2000;10).

Dalam masa mendatang manajemen kepegawaian akan dihadapkan pada
berbagai tantangan yang tidak ringan . Pertama, sejauh mana sistem kepegawaian

mampu bertahan dari tekanan politik. Dalam sistem multipartai yang
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menyebabkan pemimpin institusi pemerintah, baik dipusat maupun di
daerahberasal dari partai-partai politik, mampukah PNS bersikap netral ? Artinya

jenjang karier dari PNS telah tersusun rapih, sehingga tidak ada jabatan karier

tetap oleh pejabat pembina kepeg

menduduki jabatan pemerintahan
(Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 1 poin 3).
Disiplin adalah merupakan suatu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-

nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.*

! https://id.m.wikipedia.org>wiki>Disiplin Diakses 22 Oktober 2018, Jam 20:00 WIB.
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Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia

dibawah Kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-

kelurahan dikepalai oleh camat.?

1.
kedalam jenis
n menggunakan
. Apabila dilihat

bermaksud untuk

Alat pengumpul data
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner
(angket). Wawancara yaitu suatu dialog atau Tanya jawab kepada
responden yang langsung penulis lakukan untuk mendapatkan informasi

dan penjelasan tentang penerapan sanksi disiplin pegawai negeri sipil

2 www.pengertianmenurutparaahli.net>pe . Diakses 22 Oktober 2018, Jam 20:00 WIB.
® https://id.m.wikipedia.org>wiki>peratu. Diakses 22 Oktober 2018, Jam 20:00 WIB.
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Kantor Camat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu serta untuk mengetahui

upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan disiplin pegawai negeri

sipil di Kantor Camat.

anap Kabupaten
pada pegawai
ingga menarik

yang bekerja di

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur,
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
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Kabupaten Indragiri Hulu, serta data lain yang berhubungan dengan
judul penelitian ini.

5. Populasi dan Responden

egawai Negeri

AT N

AR NAENY

\
“‘

penulis hanya

-,

pegawai yang

Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pembangunan,
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi
Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat masing-
masing 1 (satu) orang; serta pegawai pelaksana 4 (empat) orang. Untuk
lebih jelasnya populasi dan responden penelitian dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 1.2. Populasi dan Responden

No Jenis Populasi Jumlah Jumlah
. P Populasi Responden
1 Camat 1 L

apangan, penulis

ikan serta diolah

penulis hubungkan dengan data tersebut dengan masalah pokok untuk
menjawab masalah pokok tersebut dan melakukan pembahasan dengan
membandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
peraturan pemerintah, teori hukum, pendapat para ahli yang terkait dengan
penulis. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan dengan cara

induktif (Syafrinaldi, 2013;16-17).
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7.

Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode

induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus kepada hal-hal

i_adalah keadaan dan
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

Kerajaan ragiri a : angkabau™ yang berusaha
menguasai daere da 5 d atuk Hulubalang
dari Kerajé <aba an teta ancurkan oleh
Laskar Ind elo Dirajo.

terletak paling

barat dari 14 ke ; - an berbatasan

Sebelah Timur . berbatasan dengan Kecamatan Kelayang

- Sebelah Barat . berbatasan  dengan  Kabupaten Kuantan
Singingi

Kecamatan Peranap memiliki luas wilayah 1.700,98 Km atau 20,75% daru

laus wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdi dari 12 Desa/Kelurahan. Nama

Desa/Kelurahan tersebut yaitu Semelinang Tebing, Pauh Ranap, Baturijal Hilir,
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Peranap, Gumanti, Semelinang Darat, Pandan Wangi, Serai Wangi, Katipo Pura,
Setako Raya, Baturijal Barat, Baturijal Hulu dan Kelurahan Peranap.

Penduduk Kecamatan Peranan pada umumnya dihuni oleh suku Melayu.

dalah 4 orang \ ah pe C )esa/Kelurahan di
Kecamatan

Tabel 11.1. di Kecamatan

No. Jumlah
1. 3.397
2. 7.503
3. 1.832
4. Baturijal 1.799
5. Peranap 4.261 8.584
6. | Gumanti 791 1.534
7. | Semelinang Darat 1.008 1.974
8. Pandan Wangi 2 803 1.730
9. | Serai Wangi 597 593 1.190
10. | Katipo Pura 352 404 756
11. | Setako Raya 343 389 732
12. | Baturijal Barat 538 536 1.074

Jumlah 16.451 15.654 32.105

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Peranap

Kecamatan Peranap selama beberapa waktu merupakan daerah penghasil
kayu utama di Kabupaten Indragiri Hulu di samping Seberida. Masyarakat

tempatan memiliki sumber mata pencaharian di bidang perdagangan, peternakan,
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dan pertanian antara tanaman karet dan sawit. Kecamatan Peranap merupakan

daerah penghasil karet yang cukup besar, karena penduduknya rata-rata bertani

karet. Wilayah Kecamatan Peranap juga mengandung potensi batubara yang

dengan kla
72 RW, da . Kelura : erbanyak yaitu 32
RT karena
Peranap d

memiliki jumla i aling hanya terdiri dari 2 RW

dan 4 RT.

Pada i Ke erdapat praarana dan
sarana sekolah tingkat menengah.
Pendidikan pra sekao ak-kanak. Pada tingkat

Pertama terdapat 6 SMP/Sederajat, sementara pada sekolah lanjutan tingkat atas
terdapat 4 SMU/Sederajat. Rasio jumlah siswa terhadap guru guru di Kecamatan
Peranap, yaitu untuk tingkat SD 10:1, SMP 19:1, MTs 15:1, SMU 11:1, SMK
13:1, dan MA 8:1. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru, bahwa rasio yang ideal antara jumlah peserta didik dan guru

yaitu untuk tingkat SD, SMP, dan SMU adalah 20:1; dan untuk tingkat MI, MTs,
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dan MA adalah 15:1. Dengan rasio antara jumlah peserta didik dan guru di
Kecamatan Peranap berdasarkan data tersebut tergolong cukup ideal.

Sektor kesehatan juga merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap
individu. Kesehatan berimplikasi._pada produktivitas perorangan dan kelompok,
oleh sebab itu pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan
dapat menjangkau semua lapisan ‘masyarakat. Salah satu program pemerintah
dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan
pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prsarana kesehatan yang
memadai di tiap kecamatan. Di Kecamatan Peranap terdapat 1 unit Puskesmas dan
9 unit Puskesmas Pembantu, 8 unit Poliklinik/Balai Pengobatan, 1 tempat praktek
dokter, 4 tempat praktek bidan, 7 unit poskesdes, 29 unit posyandu.

Di Kecamatan Peranap keberagaman agama sangat dihormati, hal ini
dibuktikan dengan banyaknya pembangunany sarana peribadatan. Sarana
peribadatan yang tersedia di Kecamatan Peranap setidaknya terdapat 38 mesjid,
88 musholla, dan 6 gereja. Ini merupakan bukti bahwa kepedulian masyarakat
terhadap kehidupan beragama sangat kuat. Selain.dari itu menurut beberapa
Kepala desa/kelurahan, setiap bangunan mesjid dan musholla yang berada di
Kecamatan Peranap merupakan hasil swadaya masyarakat desa/kelurahan
tersebut. Meskipun adanya keberagaman agama dengan mayoritas beragama
Islam, namun tidak mengurangi nilai-nilai toleransi antar umat beragama.
Demikian juga dengan pemeluk agama lain yang secara jumlah merupakan

minoritas tetapi tidak ada sedikitpun perlakuan yang diskriminatif terhadapnya.
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Sektor pertanian merupkan salah satu sumber mata pencaharian penduduk
di Kecamatan Peranap. Sektor pertanian di kecamatan ini didominasi oleh

perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, juga terdapat usaha tani padi sawah,

kios dan

Serai Wangi.

Sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi sangat mendukung
terhadap kelancaran pembangunan di suatu daerah. Daerah dengan letak geografis
yang sulit dijangkau, alat transportasi dan komunikasi kurang memadai pada
umumnya cenderung tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Kondisi prasarana
transportasi jalan di Kecamatan Peranap masih didominasi oleh jalan tanah, dan

pada umumnya alat transportasi yang digunakan adalah kenderaan bermotor roda
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dua. Di sektor telekomunikasi, penduduk pada umumnya menggunakan fasilitas
telepon/telepon seluler sebagai sarana komunikasi.

Berdasarkan Pasal 1 Poin (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 10 Ke an.-disebutk ahwa: Kecamaan atau

amat, dengan
susunan o aturan Bupati
Kabupaten ukan, Susunan
Organisasi, an Kelurahan

Kabupaten

a.
b.

@~oao

Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Indragiri Hulu, pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
(1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintah yag dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1
ini, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
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a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Pengkoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;

e. Pengkoordinasian -pemeliharaan. . prasarana dan_sarana pelayanan
umum;

f.. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan - penyelenggaraan kegiatan desa dan
kelurahan;

h. "Pelaksanaan~ Urusan Pemerintahan yang . menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah
kabupaten yang ada di kecamatan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
Undangan; dan

j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

=

Adapun-uraian tugas Camat Kecamatan Peranap sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hulu, pada Pasal 5 ayat (3), yaitu:

a.
b.
C.

@

=xs

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Mengkoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten
yang ada di kecamatan;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
Undangan; dan

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
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Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu dapat digambarkan sebagai berikut:

CAMAT

>
-“‘\ b} “\\‘l‘\‘ b

i

|

KASUBBAG
PROGRAM DAN
KEUANGAN

Kasi
Pembangunan

B. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil

Dalam penyelenggaraan administrasi, pada hakekatnya tidak terlepas dari
keberadaan unsur sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan sumber daya
manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidangnya, maka tidak
memungkinkan proses administrasi dapat berlangsung sebagaimana yang

diharapkan. Meskipun tersedia fasilitas dan prasarana dan sarana yang serba
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canggih dan modern, peran sumber daya manusia dalam proses administrasi tetap
yang terpenting.

Dewasa ini semakin disadari oleh semakin banyak pihak, di dalam di luar
organisasi pemerintahan, bahwa sumber .daya manusia. merupakan unsur
terpenting, jauh lebih penting dari sumber-sumber daya lainnya yang dimiliki atau
mungkin dimiliki oleh organisasi ‘dalam rangka_ pencapaian tujuan dan berbagai
sasaran yang ingin dicapainya. Dikatakan demikian karena sesungguhnya pada
dirinya berbagai sumber daya, dana, sarana dan prasarana adalah benda-benda
mati yang tidak bermakna apa-apa tanpa digunakan dan dimanfaatkan oleh
manusia. Di samping itu sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya
yang dimiliki.--organisasi yang mempunyi rasio, perasaan,. Serta harkat dan
martabat yang harus diakui dan dihormati. Oleh karena itu pada analisis terakhir
berhasil tidaknya suatu organisasi, termasuk oganisasi pemerintahan, mencapai
tujuandan berbagal sasarannya ditentukan oleh cara, teknik dan metode yang
digunakan untuk mengelola sumber daya manusia tersebut (Siagian,2001;165).

Oleh karena 1tu, maka sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus
dapat dikelola dengan sebaik-baik agar.sumber daya manusia mampu memberikan
kontribusi secara maksimal, terutama pada organisasi pemerintah yang berperan
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah tersebut, baik pada

pemerintahan pusat maupun pemerintahan, maka pihak pemerintah merekrut dan
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mempekerjakan sejumlah sumber daya manusia dengan status sebagai Pegawai
Negeri Sipil.

Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi
pemerintahan sangatlah menentukan sebab..Pegawai Negeri Sipil merupakan
tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional (Sri
Hartini dan Sudrajat, 2017;33). 'Selanjutnya ;berdasarkan Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 poin 3
disebutkan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada
Pasal 1 poin 1 adalah profesi-bagi pegawai negeri sipil dan.pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur sumber. daya manusia dalam
organisasi pemerintah, maka dalam pengelolaannya diperlukan penerapan prinsip-
prinsip manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu dalam upaya
mewujudkan pengelolaan Pegawai Negeri Sipil yang efektif, agar setiap Pegawai
Negeri Sipil tersebut mampu memberikan kontribusi yang diharapkan terhadap
organisasi pemerintah, maka pihak pemerintah melalui PP Rl No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan PP Rl No. 11 Tahun 2017 tersebut pada

Pasal 2 menyatakan bahwa Manajemen PNS meliputi:
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a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b. Pengadaan;

c. Pangkat dan Jabatan;

d. Pengembangan Karier;

e. Polakarier;

f.  Promosi;

g.

h.

I.

J.

K.

l.

m.

n.

n manajemen

Pegawai N BKN) dengan
maksud me ang mencakup
perencaaan, pengemba <ualitas ber - da 0 Negeri Sipil dan
adminitrasi gawai : an ds endalian, penyelenggaraan dan
pemeliharaan kebijakan
kesejahteraan P gan teknis kepada
unit organisasi ya pemerintah pusat dan

Tindak lanjut dari disera vewenang manajemen kepegawaian
kepada daerah adalah masing-masing daerah, baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota berhak mengatur urusan kepegawaiannya dengan kebutuhan dan
kemampuan serta aspirasi masyarakatnya. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai
PPKD berwenang untuk mengatur pembinaan manajemen kepegawaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemda. Hal ini bermakna

bahwa masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk melaksankan urusan
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pemerintahan konkuren dalam hal pembinaan manajemen ASN dengan
melakukan penataan kembali (right sizing) manajemen kepegawaian di daerahnya.
Upaya penataan kembali merupakan suatu kebutuhan amat mendesak untuk
melihat seberapa«jauh kepegawaian ini bisa-berperan untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik (good governance) (Hartini dan Sudrajat, 2017;164).
Walaupun secara operasional PPKP memiliki peran dan kewenangan yang
besar, namun dalam pelaksanaannya harus tetap berpedoman dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku secara
nasional. Atas dasar itu, maka dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian
dilaksanakan oleh BKN melalui koordinasi dengan lembaga atau badan yang
membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, vaitu Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas bidang
pembinaan kepegawaian berupa: (Hartini dan Sudrajat, 2017;166).
1. Penyusunan rencana dan program kerja badan;
2. Penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian;
3. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang
administrasi kepegawaian;
4. Penyiapan dan pemberian informasi bidang administrasi kepegawaian;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam tugas-tugasnya,
dan

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
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C. Tinjauan Umum Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sejalan dengan reformasi birokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, maka
pemerintah daerah diharapkan mampu membina dan mengembangkan sumber
daya aparatur yang berkualitas;. yaitu sumber daya aparatur yang handal dan
profesional serta memiliki kinerja baik. Ketersediaan sumber daya aparatur yang
handal dan profesional serta-, memiliki “Kinerja baik tersbut tentunya sangat
diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan. tugas dan fungsi pada
setiap organisasi perangkat daerah. Terlebih lagi dengan semakin bertambahnya
kewenangan yang diberikan kepada Daerah sehubungan pelaksanaan otonomi
daerah tersebut, maka pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumber daya
aparatur dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, terwujudnya sumber daya
aparatur handal dan profesional serta memiliki kinerja baik, ditentukan oleh
berbagai faktor, antara lain yaitu kedisiplinan.

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan
sumber daya aparatur dan faktor yang menentukan kualitas sumber daya aparatur
pada suatu organisasi atau instansi pemerintah yang diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan dengan memiliki kedisiplinan yang baik, maka
para pegawai akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa
tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, sehingga tugas dan fungsi tersebut
berlangsung secara produktif, efektif, dan efisien. Oleh karenanya pihak pimpinan
pada suatu orgnisasi/istansi pemerintah seyogianya mampu membina kedisiplinan
pegawai, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan abdi negara dan

masyarakat.
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Supaya pembinaan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat
berlangsung secara efektif, maka pemerintah telah menetapkan peraturan disiplin,
diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai-Negeri Sipil.. Dengan adanya.peraturan disiplin ini
diharapkan akan memberikan kepastian dalam upaya pembinaan disiplin Pegawai
Negeri Sipil tersebut, baik Pegawai Negeri’ Sipil pada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 Poin 1 bahwa “Disiplin
Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajiban dan.menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin”.

Adapun Kewajiban yang harus dijalankan Pegawai Negeri Sipil, menurut

PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 adalah:

=

Mengucapkan sumpah/janji PNS;

Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. Setia dan taat sepenuhnya Kepada.Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemeritah;

N

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifantnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
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10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Mencapai sasaran kerja pegaai yang ditetapkan;

Menggunakan dan. memelihara barang-barangsmilik negara dengan sebaik-
baiknya;

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
Menaati peraturan kedinasan: yang ,ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Sedangkan larangan bagi PNS adalah sebagaimana diatur pada Pasal 4 PP

RI No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Setiap PNS dilarang:

1.
2.

3.

11.
12.

Menyalahgunakan wewenang;

Menjadi perantara atau mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

Memiliki, -~ menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman Sejawat, bawahan atau
orang lain di"dalam maupun din luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi, golongan, ataub pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
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a. lkut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau;
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/\Wakil Presiden dengan
cara:
a. Membuat Keputusan danfatau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon“yang menjadi pesertarpemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan
surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:

a.

b.

C.

d.

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

Membuat keputusan-danfatau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau;

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu Sebelum, selama, dan
sesudah 'masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan mengenai Kewajiban dan Larangan bagi

Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil tersebut, maka Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau

melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil dianggap telah

melakukan pelanggaran disiplin.
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Dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada suatu instansi
pemerintah, pihak pimpinan dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menaati ketentuan

Indonesia
Nomor 53 Ta antang ipli Aa al 1 Poin 4,
adalah hu aturan disiplin
PNS.
egawai Negeri
Sipil diatur ai Negeri Sipil,
sebagali beri
(1) Ting
2) Jenis h

b.
c. Penurunan pangkat :

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Pembebasan dari jabatan;

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

rendah selama 1 (satu) tahun;

o0 ow
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Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Jenis Hukuman Disiplin

yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur di dalam PP RI No. 53 Tahun

2010 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Jenis . Hukuman Disiplin yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan Pelanggaran Terhadap Kewajiban adalah:

a. Hukuman Disiplin Ringan
Berdasarkan Pasal-8: PR\ Rl No, 53 Tahun 2010 tentang Pegawai
Negeri Sipil;Hukuman Disiplin Ringan.dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

g

Setia dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila;Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemeritah, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Melaksanakan tugas kedinasan yang yang dipercayakan kepada

PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau: golongan,-apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja;

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifantnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja;

Bekerja. dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

unit kerja;

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)
hari kerja; dan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas)
sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

58



10.

11.

12.

13.

14.

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja;

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, seuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

Membimbing -bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
Menaati peraturan kedinasan,yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang,” apabila pelanggaran’berdampak negatif pada unit
kerja.

Hukuman Disiplin Sedang

Berdasarkan Pasal 9 PP Rl No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai
Negeri Sipil, Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

13

2!

3

10.

Mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan
tanpa alasan yang sah;

Mengucapkan sumpah/janji  jabatan, apabila pelanggaran
dilakukan tanpa alasan yang sah;

Setia dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemeritah, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagi instansi-yang bersangkutan;

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Melaksanakan tugas kedinasan yang yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan;

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan;

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifantnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
instansi yang bersangkutan;

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
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11.

i

13.

14.

158

16.

17.

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan;

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun bagi
PNSwang tidak masuk kerja tanpa-alasan yang sah selama 16
(enam belas).sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua
puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

c. Penurunan-Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahunbagr PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari kerja;

Mencapai sasaran kerja pegaai yang ditetapkan, apabila

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25%

(dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh lima

persen)

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif

bagi instansi yang bersangkutan;

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuali

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila

pelanggaran-berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

Memberikan kesempatan-kepada bawahan untuk mengembangkan

karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi

yang bersangkutan.

Hukuman Disiplin Berat

Berdasarkan Pasal 10 PP"RI"No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai
Negeri Sipil, Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

1.

Setia dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemeritah, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau negara;

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau negara;
Melaksanakan tugas kedinasan yang yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau
negara;
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10.

11.

12.

13.

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah,
dan/atau negara;

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak

negatifpada pemerintah, dan/atau negara;

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifantnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah, dan/atau negara;

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah, dan/atau negara,

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau

negare;

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

a. Penurunan Pangkat setingkat lebih ‘rendah selama 3 (tiga)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 31 (tiga puluh satu) sampal dengan 35 (tiga puluh
lima) hari kerja;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu yang tidaksmasuk kerja tanpa alasan yang
sah selama: 36 (tiga puluhenam) sampai dengan 40 (empat
puluh) hari kerja;

c. Pembebaan dari jabatan PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46
(empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Mencapai sasaran Kkerja pegaai Yyang ditetapkan, apabila

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua

puluh lima persen);

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada pemerintah, dan/atau negara;

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau negara.
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Il. Pelanggaran Terhadap Larangan
Jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan Pelanggaran Terhadap Larangan adalah:
Hukuman Disiplin Ringan
Berdasarkan Pasal 11 PP Rl No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai
Negeri Sipil;sHukuman Disiplin Ringan.dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan:

a.

1

Memiliki, menjual;, membeli menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
apabila pelanggaran berdampak.negatif pada unit kerja;
Melakukan kegiatan bersama ‘dengan, atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain di dalam maupun din luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila
pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
dilayani, sesuai-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

Hukuman Disiplin Sedang

Berdasarkan Pasal 12 PP Rl No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawali
Negeri Sipil, Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan:

1.

Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat ‘berharga milik negara secara tidak sah,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain di dalam maupun din luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan,
ataub pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila
pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
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dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden,
DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai
pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta
kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

Memberikan . dukungan kepada .calon Presiden/\Wakil Presiden
dengan .»cara” mengadakan Kkegiatan. yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbawan seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat;

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil' Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda . Penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk mendukung calon Kepala+Daerah/Wakil Kepala Daerah,
serta mengadakan Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbawan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman Disiplin Berat

Berdasarkan Pasal 13 PP"RI"No. 53 Tahun 2010 tentang Pegawai
Negeri Sipil, Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan:

1.
2.

3.

Menyalahgunakan wewenang;

Menjadi perantara atau mendapat keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;

Memiliki, menjual, membeli menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
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10.

11y

15

13.

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau
negara;

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain di dalam maupun din luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan,
ataubpihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah, dan/atau negara;

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

Menerimahadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
Juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah, dan/atau negara;
Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/\Wakil Presiden
dengan cara _membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atat merugikan-salah satu pasangan calon selama
masa kampanye; dan

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam Kkegiatan kampanye, dan/atau membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Sanksiy Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang. Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Negara Kesatuan Republik' Indonesia; ;sebagaimana yang ditegaskan di
dalam Pembukaan UUD 1945 didirikan dengan tujuan antara lain untuk dapat
memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti bahwa pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin kesejahteraan warga negara
melalui pemberian hak-hak warga negara, seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal
27 Ayat (2) vaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan.yang layak bagi
kemanusiaan. Untuk itu pemerintahan negara telah memberikan kesempatan bagi
warga negara untuk direkrut-dan mengabdi pada negara sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS).

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya sangat berperan penting
dalam mendukung “pencapaian tujuan organisasi..pemerintahan negara dan
pemerintahan daerah. Pegawal. Negeri “Sipil sebagai sumber daya aparatur
negara/pemerintah, selain merupakan perencana kebijakan dan program/kegiatan
pemerintah juga dapat berpran sebagai pelaksana daripada kebijakan dan
program-program pemerintah tersebut. Oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil
perlu dibina dan dikembangkan agar lebih produktif dan mampu menampilkan
kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya

produktivitas dan Kkinerja yang baik dari segenap Pegawai Negeri Sipil pada
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organisasi pemerintahan maka akan lebih memungkinkan terwujudnya efektivitas
pada organisasi tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang produktif dan mampu menampilkan kinerja

organisasi pemerintah.

Kedisiplinan merupakan unsur penting dalam pengelolaan sumber daya
manusia pada setiap organisasi. Hal ini dikarenakan kedisiplin merupakan faktor
kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu pihak
pimpinan, khususnya pada suatu organisasi pemerintah dituntut untuk selalu

berupaya untuk membina kedisiplinan pegawai bawahannya, agar mereka dapat
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mematuhi segala peraturan dan mampu melaksanakan kewajiban serta tanggung
jawab yang diberikan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Terlebih
lagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparat negara, abdi negara
dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan upaya pembinaan kedisiplinan Pegawai Negeri
Sipil, maka pihak pemerintah telah menetapkan kebijakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sejak masa reformasi
birokrasi digulirkan hingga saat ini pembinaan terhadap disiplin Pegawai Negeri
Sipil menjadi prioritas bagi pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-
undangan, di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral
sebagai penyelenggara pemerintahan yang 1+ menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur
negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia“Tahun 1945, Negara Kesatuan® Republik Indonesia, dan
Pemerintah, bersikap disiplin, jujur,. adil,. transparan, dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas (Penjelasan Umum Peraturan PP RI No. 53 Tahun 2010).

Dengan demikian setiap Pegawai Negeri Sipil perlu memiliki disiplin yang
baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk bagi Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada organisasi Kecamatan. Kecamatan yang
merupakan perangkat daerah kabupaten/kota mengembankan tugas pokok dan

fungsi yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan dan
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pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk itu
maka organisasi Kecamatan perlu didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang
handal dan profesional serta memiliki kedisiplinan yang baik. Demikian pula
halnya pada Kecamatan Peranap._yang merupakan salah satu kecamatan yang
terdapat di dalam organisasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Penerapan disiplin Pegawai ‘Negeri Sipil pada dasarnya terkait dengan
upaya yang dilakukan™ pemerintah agar setiap Pegawai Negeri Sipil dapat
mematuhi dan melaksanakan kewajibannya serta mampu menghindari larangan
yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin. Kewajiban dan larangan bagi
Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan
Pemerintah = Republik “Indonesia Nomor 53 'Tahun 2010.Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Pengaturan mengenai, kewajiban Pegawai, Negeri Sipil yang tercantum
pada Pemerintah ~Republik Indonesia. Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ‘tersebut, tidak hanya terbatas pada pengaturan disiplin
waktu dan tugas kedinasan, tetapi juga mengenai penggunaan dan pemeliharaan
barang-barang milik negara, kesetiaan Sumpah/ janji jabatan, serta kesetiaan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur mengenai larangan
bagi PNS yang meliputi larangan yang bersifat perilaku menyimpang seperti

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas, menggunakan untuk
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kepentingan sendiri barang milik negara secara tidak sah, menerima, gratifikasi,
menghalangi proses pelayanan publik, bekerja pada pihak asing tanpa izin
Pemerintah, dan keberpihakan pada salah satu kontestan pemilu.

Mengingat-pentingnya peranan kedisiplinan Pegawai._Negeri Sipil dalam
menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya,
maka upaya pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada setiap organisasi
pemerintah harus dapat dioptimalkan. Pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri
Sipil seyogianya berlangsung pada setiap organisasi pemerintah, baik pada
pemerintahan _pusat maupun pemerintahan daerah, seperti halya kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil pada organisasi Kecamatan.

Untuk dapat mewujudkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada suatu
organisasi pemerintah maka diperlukan penerapan disiplin secara efektif sesuali
dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap-pelanggaran disiplin
yang dilakukan Pegawal Negeri Sipil harus ditindaklanjuti dengan penjatuhan
sanksi/hukuman “disiplin secara adil dan sesual peraturan perundang-undangan
yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan “Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin bagi Pegawali
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, terdiri dari tiga tingkatan, yaitu
Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin
Berat. Adapun jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: Teguran lisan; Teguran
tertulis; dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan Jenis hukuman

disiplin sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

69



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan Penurunan

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Kemudian Jenis hukuman

disiplin berat terdiri dari: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

eri Sipil pada

suatu oga ansi e pelanggaran
disiplin Pega lege : elé ata cara atau
mekanisme. Ada meka ";: ‘- : a egawai Negeri
Sipil sesuai deng a ; : i < omor 53 Tahun
2010 Tentang
pemeriksaan, e han  huku an  penyampai putusan hukuman
disiplin.

a.

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan. Apabila PNS
yang berangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
Apabila setelah dilakukan pemanggilan kedua PNS yang berangkutan
tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat

menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada.
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Pemeriksaan
Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

wajib dilakukan. Untuk tingkat pelanggaran disiplin sedang dan berat,

Tim Pemeriksa.

yang diduga
pejabat yang
> bersangkutan.

tersebut sanksi

disampaikan kepada PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak penetapan keputusan, dan memberikan kesempatan
mengajukan keberatan/Banding.

Adapun mekanisme penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi PNS

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pemanggilan PNS yang Diduga
Melakukan Pelanggaran Disiplin
Secara Tetulis oleh Atasan Langsung
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Pengajuan Administatif Keberatan
Terhadap Keputusan Hukuman
Disiplin Kepada PNS yang
Dijatuhkan Kepada Pejabat
Bewenang Menghukum untuk
Pelanggaran Disiplin
Ringan/Sedang

Pengajuan Banding Administatif
Terhadap Keputusn Hukuman
Disiplin Kepada PNS yang yang
Dijatuhkan Kepada Pejabat
Bewenang Menghukum untuk
Pelanggaran Disiplin Berat

Gambar I11.1. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang
merasa tidak puas atas hukuman disiplin, maka Pegawai Negeri Sipil dapat
mengajukan upaya administatif. keberatan untuk pelanggaran disiplin kategori
ringan dan sedang kepada pejabat yang menjatuhkan hukuman. Sementara untuk
pelanggaran disiplin kategori-herat), ‘Pegawai, Negeri Sipil dapat mengajukan
upaya banding administatif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Organisasi Kecamatan yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan
penyelenggaraan pembangungan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat,
dan kelurahan, tentunya membutuhkan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh
karena itu dengan adanya penerapan disiplin yang efektif terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja di-Kantor Camat maka diharapkan kedisplinan Pegawai

Negeri Sipil pada instansi tersebut dapat dibina dan ditingkatkan.

a. Sosialisasi Peraturan Disiplin

Untuk mewujudkan-keberhasilan peneapan suatu kebijakan atau peratuan
perundang-undangan perlu dilakukan sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan
atau peratuan perundang-undangan tesebut. Karena sebaik apapun kebijakan atau
peraturan yang dibuat dan ditetapkan pemerintah, tidak akan mencapai
keberhasilan dalam penerapannya tanpa adanya komunikasi dan penyebarluasan
informasi secara efektif mengenai kebijakan tersebut, baik terhadap pelaksana
kebijakan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Demikian pula

halnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
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Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka penegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil pada instansi-instansi pemerintah.

Sehubungan dengan penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu diupayakan
agar para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi tersebut memiliki
pemahaman yang baik terhadapperaturan:disiplin yang berlaku. Dengan adanya
pemahaman yang baik mengenai peraturan disiplin, maka diharapkan para
pegawai dapat melaksanakan setiap kewajibannya dan berupaya menghindari
larangan yang telah ditetapkan. Masih sering terjadinya pelanggaran terhadap
peraturan disiplin yang dilakukan oleh pegawai antara lain dikarenakan kurangnya
pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan-disiplin yang berlaku. Oleh
karenanya diperlukan upaya sosialisasi yang memadai mengenai peraturan
disiplin yang berlaku agar para Pegawai Negeri Sipil di instansi tesebut memiliki
pemahaman yang baik sehigga dapat mematuhi dan melaksanakannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan sanksi disiplin
Pegawai Negeri Sipil di. Kantor Camat Kecamatan.Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu, diperoleh penjelasan tentang sosialisasi peraturan disiplin Pegawai Negeri
Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan Camat sebagai berikut:

“Sosialisasi mengenai peraturan disiplin PNS yang dilakukan bagi pegawai

di instansi ini sudah cukup memadai, yang dilakukan melalui bimbingan

dan pengrahan kepada pegawai” (Hasil Wawancara dengan Camat

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Sementara itu dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan

sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang sosialisasi peraturan
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disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan
Sekretaris Camat sebagai berikut:

“Untuk memberikan pemahaman yang baik bagi PNS di Kantor Camat ini
terhadap peraturan disiplin, maka pihak .Kecamatan telah berupaya
mensosialisasikan peraturan disiplin...Sosialisasi yang dilakukan sudah
baik .dan dilaksanakan secara kontinu.” (Hasil “"Wawancara dengan
Sekretaris Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
27/02/2019)

Selanjutnya darivhasit penelitian yang “dilakukan mengenai penerapan
sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang sosialisasi peraturan
disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasi
Pemerintahan sebagai berikut:

“Sosialiasi. peraturan disiplin bagi. PNS di- Kantor Camat ini telah
berlangsung dengan baik melalui bimbingan dan pengarahan mengenai
kedisilinan.” (Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 28/02/2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pihak kecamatan telah berupaya
mensosialisasikan peraturan disiplin PNS dengan baik, agar para pegawai di
instansi tersebut memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan disiplin
tersebut. Dengan adanya pemahaman ‘yang.baik tentang peraturan disiplin maka
diharapkan para pegawai dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan disiplin
yang berlaku, dan terjadinya pelanggaran disiplin oleh pegawai dapat
diminimalisir. Adanya pemahaman yang baik terhadap peraturan disiplin PNS
pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan kesediaan di kalangan PNS

untuk mentaati peraturan yang berlaku. Dalam kaitan ini pihak pimpinan/atasan

harus berperan dalam membimbing dan mengarahkan nya untuk mentaati

75



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kedisiplinan. Hal ini diharapkan agar bawahan melaksanakan kewajiban dan
menghindari larangan sesuai peraturan disiplin, sehingga terjadinya pelanggaran

disiplin oleh PNS dapat mencegah.

reaksinye
dimana i
pengalam

Seh

selain upaya sosialisasi peratura diperlukan upaya pengawasan yang

efektif. Pengawasan merupakan suatu aktivitas kepemimpinan yang penting
dilakukan oleh pimpinan/atasan agar setiap peraturan disiplin dapat dipatuhi dan
ditaati olen Pegawai Negeri Sipil sehingga diharapkan terjadinya pelanggaran
disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan disiplin Pegawai

Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
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diperoleh tanggapan responden tentang pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil

di instansi tersebut melalui kuesioner yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 111.1. Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Disiplin PNS di
1 Kabupaten Indragiri Hulu

Indragiri Hulu sudah memadai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan sanksi disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu, diperoleh penjelasan tentang pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri

Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan Camat sebagai berikut:
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“Pengawasan terhadap disiplin PNS di instansi ini dilakukan baik secara
langsung terhadap aktivitas pegawai dalam bekerja maupun tidak langsung
yaitu melalui laporan hasil pelaksanaan tugas serta absensi” (Hasil
Wawancara dengan Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
27/02/2019)

Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap disiplin.Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dari wawancara
yang dilakukan dengan Sekretaris Camat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengawasan disiplin PNS yang dilakukan di instansi ini sudah terlaksana
dengan baik, dengan pengendalian absensi.” (Hasil Wawancara dengan
Sekretaris Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
27/02/2019)

Sementara itu dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang pengawasan terhadap
disiplin  Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasi
Pemerintahan sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap disiplin PNS di Kantor Camat ini telah berlangsung
dengan baik dengan cara mengawasi aktivitas pelaksanaan tugas pegawai,
baik secara langsung maupun melalui laporan absensi.” (Hasil \WWawancara

dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, 28/02/2019)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa
mekanisme pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu meliputi pengawasan langsung
yaitu dengan cara turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas pegawai yang
bertugas, serta pengawasan secara tidak langsung yakni melalui laporan-laporan

yang tersedia mengenai aktivitas pelaksanaan tugas pegawai. Namun yang sering
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dilakukan yaitu pengawasan secara tidak langsung, sementara pengawasan
langsung terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil masih jarang dilakukan.

Dengan demikian berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengawasan yang-dilakukan pimpinan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah memadai.
Adanya pengawasan yang memadai, 0leh pimpinan terhadap disiplin Pegawai
Negeri Sipil diharapkan dapat mencegah secara dini terjadinya pelanggaran
disiplin. Bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di
instansi tersebut antara lain seperti tidak mentaati peraturan kedinasan seperti
yang terkait dengan ketentuan jam kerja.

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk-menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara
membuat kegiatan-kegiatan-sesuai yang direncanakan (Handoko, 2012;360). Jadi,
proses pengawasan dimaksudkan agar tujuan-tujuan organisasi dan manajemen
dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan
pengawasan disiplin® Pegawai Negeri Sipil, maka.pengawasan ditujukan agar
segala peraturan disiplin yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan dijalankan oleh

Pegawai Negeri Sipil terebut.

c. Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin

Sementara itu untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan disiplin
pegawai pada suatu organisasi atau instansi juga diperlukan adanya prinsip
keadilan dalam hal penjatuhan hukuman bagi pegawai yang dianggap telah

melakukan pelanggaran disiplin. Dalam kaitan ini maka penjatuhan hukuman
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disiplin sebagiannya dilakukan secara adil sesuai peraturan yang belaku, dan tanpa
adanya sikap diskriminatif terhadap kelompok dan golongan tertentu. Dengan

begitu maka penerapan disiplin pegawai lebih efektif dan akan menjaga

diperoleh of ‘ : jatuhan hukuman
disiplin Pege er uesioner yang
dilakukan s

Tabel 111.2. Jga en Tentan | Kes Penjatuhan

No. o _ e ersentase (%)
> : il

bahwa dari 12 orang responden penelitian yang merupakan Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 11
orang atau 91,7% dari responden menyatakan adil dan 1 orang atau 8,3% dari
responden menyatakan tidak adil mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di instansi tersebut. Dengan demikian

menurut responden bahwa pada umumnya penjatuhan hukuman disiplin terhadap
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PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu sudah adil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan sanksi disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kantor.Camat Kecamatan Peranap. Kabupaten Indragiri
Hulu, diperoleh penjelasan tentang keadilan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai
Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan.dengan Camat sebagai berikut:

“Dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar
peraturan disiplin di instansi ini pada dasarnya selalu” mengutamakan
prinsip- keadilan dan sesuai dengan tingkat pelanggaan disipin yang
dilakukan pegawai” (Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Selanjutnya mengenai keadilan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu, dari wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Camat diperoleh
penjelasan sebagal berikut:

“Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga
melanggar disiplin selalu memperhatikan prinsip keadilan dan berpedoman
pada peraturan yang ada dan tidak tebang pilih serta berlaku umum
terhadap PNS. Mekanisme dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS terdiri
dari proses  pemanggilan, pemeriksaan, . penjatuhan hukuman, dan
penyampaian Keputusan hukuman disiplin. (Hasil Wawancara dengan
Sekretaris Camat “Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
27/02/2019)

Sementara itu dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang keadilan penjatuhan hukuman

disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasi

Pemerintahan sebagai berikut:
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“Penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kantor Camat ini telah berlangsung
dengan adil dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.”
(Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 28/02/2019)

Berdasarkan pe

jelasan yang dikemukakan disatas menunjukkan bahwa

peraturan : ﬂ am penjatuhan

hukuman d

terwujudnya kedisif : J0 dan's anusia yang selalu

merasa dirinya pe : i i gan manusia lainnya.

d. Manfaat Penerapan Disiplin dalam Membina Kinerja Pegawai
Keberhasilan dalam penerapan disiplin pegawai pada suatu organisasi atau

instansi antara lain diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong tercapainya

kinerja pegawai yang baik. Dengan adanya kinerja yang baik dari para Pegawai

Negeri Sipil maka mereka dapat memberikan kontribusi signifikan untuk
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terwujudnya efektivitas organisasi/instansi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan disiplin Pegawai

dari responden menyatakan tidak efektif mengenai manfaat penerapan disiplin
PNS dalam membina kinerja PNS di instansi tersebut. Dengan demikian menurut
responden bahwa pada umumnya penerapan disiplin PNS di Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu efektif dalam membina kinerja

pegawai.
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Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang manfaat penerapan
disiplin PNS dalam  membina. kinerja pegawal di  instansi tersebut melalui
wawancara yang dilakukan dengan Camat sebagai berikut:

“Penerapan disiplin PNS, ditinstansi /ini jpada dasarnya telah memberikan
dampak positif . terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan
pegawal sehigga pegawal mampu mencappai kinerja yang baik” (Hasil
Wawancara dengan Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,
27/02/2019)

Sementara itu mengenai manfaat penerapan sanksi disiplin PNS dalam
membina kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, dari wawancara yang dilakukan.dengan Sekretaris
Camat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penerapan disiplin terhadap PNS pada ydasarnya -akan meningkatkan

disiplin’ pelaksanaan tugas /dan| kehadiran kerja serta kinerja pegawai”

(Hasil Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
disiplin Pegawai Negeri Sipil.di Kantor Camat- Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang manfaat penerapan disiplin PNS
dalam membina kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang dilakukan
dengan Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Penegakan disiplin PNS di Kantor Camat ini pada dasarnya telah mampu
meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.” (Hasil Wawancara dengan

Kasi Pemerintahan  Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, 28/02/2019)
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Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa
penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya telah bemanfaat dalam membina kinerja

terhadap t ang dibe 09;193). Oleh
karena itu da DENers - 3 egawai Negeri
Sipil pada s sasi "‘;: ‘- S -L ::- i diharapkan akan bermanfaat
untuk pen an keberhasila : n ap pelaksanaan tugas dan

pembinaan K

ara tegas dan adil, sesuai
dengan ketentuan berlaku : perundang-undangan. Adanya
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara tegas dan adil
diharapkan dapat memotivasi kedisiplinan kerja yang baik dari setiap Pegawai
Negeri Sipil pada suatu organisasi/instansi pemerintah. Dengan demikian Pegawai
Negeri Sipil mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan

mencapai Kinerja yang diharapkan.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan disiplin Pegawai

Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,

diperoleh tanggapan responden tentang pengaruh penegakan disiplin Pegawai

disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak berpengaruh dalam memotivasi kedisiplinan
kerja Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian menurut responden bahwa pada
umumnya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berpengaruh dalam
memotivasi kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut.
Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan

sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
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Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang pengaruh penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam memotivasi kedisiplinan kerja di instansi
tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat sebagai
berikut:

“Penegakan disiplin PNS yang dilakukan di instansi ini pada umumnya
mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai yang mana pegawai
termotivasi untuk melaksanakan ‘tugas, dan pekerjaannya dengan baik
sesual - dengan .«kewajibannya”  (Hasil /TWawancara dengan Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Sementara itu mengenai pengaruh penegakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil dalam memotivasi kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dari wawancara yang dilakukan
dengan Sekretaris Camat diperoleh penjelasan sebagat berikut:

“Dengan adanya rasa keadilan bagi seluruh pegawai penegakan disiplin
PNS dengan memberikan sanksi hukuman disiplin pada dasarnya mampu
mendorong kedisiplin _kerja pegawai dan tidak terjadinya kesalahan
berulang kali” (Hasil “Wawancara, dengan Sekretaris- Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten
Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang.pengaruh penegakan disiplin dalam
memotivasi kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara yang
dilakukan dengan Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Penegakan disiplin PNS di Kantor Camat ini pada dasarnya telah mampu
meningkatkan kedisiplinan pegawai.” (Hasil Wawancara dengan Kasi
Pemerintahan Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu, 28/02/2019)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa

penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap
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Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya telah dapat memotivasi kedisiplinan
kerja pegawai di instansi tersebut. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin
meningkatnya kepatuhan dari para Pegawai Negeri Sipil pada instansi terhadap
peraturan disiplin® yang berlaku, dimana..pada umumnya pegawai dapat
menjalankan kewajiban tugas yang ditetapkan dan menghindari hal-hal yang
dilarang dalam setiapp aktivitas,pelaksanaan tugasnya.

Disiplin adalah™ penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui
koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (Sinungan,
2005;146). Jadi, dalam kaitannya dengan penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu penegakan
disiplin dengan cara penjatuhan hukuman agar Pegawai Negeri Sipil tersebut
dapat berperilaku seuai ketentuan yang ditetapkan.

Hukuman diperlukan, dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik
karyawan supaya menaati semua peraturan. Pemberian hukuman harus adil dan
tegas terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran
pemberian hukuman akan tercapai (Hasibuan, 2009;194).

f. Dampak Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Memberikan Efek Jera
Kepada PNS yang Melanggar Peraturan Disiplin

Dalam mencapai keberhasilan penerapan displin pegawai pada suatu
organisasi atau instansi maka diperlukan adanya tindakan yang tegas dan adil bagi
pegawai yang dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Penindakan terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pegawai

merupakan tindakan korektif yang perlu dilakukan pimpinan dalam rangka
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penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil, setelah adanya upaya preventif melalui
pengawasan disiplin. Penindakan terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang

dilakukan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara penjatuhan hukuman

melakukan pels : plin & kunya melanggar
peraturan d :

Dari ha ik _' kuka 3 pan disiplin Pegawai
Negeri Sipi Indragiri Hulu,
diperoleh ta kuman disiplin
Peraturan Disip : : g dilakukan sebagai
berikut:
Tabel 111.5. Tanggapan Re

Disiplin Dalam

v Efek Jera Kepada PNS yang
Melanggar Peraturan Disiplin

Kategori Jawaban Jumlah o
No. Responden Responden Persentase (%0)
1. | Memberikan Efek Jera 10 83,3
2. | Tidak Memberikan Efek Jera 2 16,7
Jumlah 12 100

Sumber: Data Hasil Penelitian
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Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa
dari 12 orang responden penelitian yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, ada sebanyak 10
orang atau 83,3%-dari responden.yang menyatakan penjatuhan hukuman disiplin
memberikan efek jera kepada Pegawal Negeri Sipil yang melanggar peraturan
disiplin. Sedangkan 2 orang_atau 16;7% daris responden menyatakan penjatuhan
hukuman disiplin tidak memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melanggar peraturan disiplin. Dengan demikian menurut tangapan responden
tersebut bahwa pada umumnya penjatuhan hukuman disiplin memberikan efek
jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin di instansi
tersebut.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan
sanksi disiplin- Pegawai Negeri Sipil di Kanter Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang. dampak penjatuhan
hukuman disiplin dalam memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melanggar disiplin di instansi tersebut melalui wawaneara yang dilakukan dengan
Camat sebagai berikut:

“Penjatuhan sanksi hukuman disiplin PNS yang dilakukan di instansi ini
pada umumnya memberikan efek jera terhadap pegawai yang telah dijatuhi
hukuman, sehingga pegawai tersebut termotivasi untuk mematuhi
peraturan disiplin dan tidak mengulangi pelanggaan yang pernah
dilakukan” (Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Sementara itu mengenai dampak penjatuhan hukuman disiplin dalam

memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin di

Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil
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wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Camat diperoleh penjelasan
sebagai berikut:

“Pemberian sanksi hukuman disiplin PNS pada umumnya telah memberikan
efek jera bagi pegawai bersangkutan” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris
Camat Kecamatan Peranap Kabupaten.dndragiri Hulu; 27/02/2019)
Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan

sanksi disiplin Pegawai Negeri: Sipil: dit Kantor Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten ‘Indragiri Hulu, diperoleh penjelasan tentang dampak penjatuhan
hukuman disiplin dalam memberikan efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melanggar disiplin melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan
sebagai berikut:

“Penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kantor Camat ini pada dasarnya telah
mampu_.memberikan .efek.jera supaya-PNS- tersebut tidak melakukan
pelanggan disiplin berulang kali.” (Hasil Wawancara dengan Kasi
Pemerintahan  Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu, 28/02/2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penjatuhan
hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin di Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada.umumnya telah memberikan
efek jera terhadap PNS tersebut. Dengan.begitu, pelanggaran disiplin yang
dilakukan PNS tidak terulang lagi dan PNS dapat melaksanakan tugas serta
kewajibannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran
disiplin secara adil dan tegas merupakan komitmen pejabat pemerintah pada suatu

instansi yang harus tetap dipertahankan demi terwujudnya Pegawai Negeri Sipil

yang handal, disiplin dan bermoral serta profesional dalam menjalankan tugasnya
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memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penjatuhan hukuman disiplin PNS
secara adil dan tegas terhadap pelanggaran disiplin juga diharapkan dapat
memberikan efek jera bagi PNS yang melanggar disiplin tersebut, sehingga
dengan penuh kesadaran tidak-mengulangi_perilaku menyimpang tersebut di masa
mendatang.

Adapun berdasarkan dari-datayang diperaleh di Kantor Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan
olen Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut yang terjadi khususnya selama
tahun 2016 — 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 111.6. Pelanggaran Disiplin Ringan dan Hukuman yang Dijatuhkan

Kepada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2018

No Bentuk Pelaggaran Disiplin | Hukuman yang | Kategori Pelaggaan
' PNS Dijatuhkan Disiplin PNS
1. | Tidak masuk kerja selama .5 Teguran,Lisan Disiplin Ringan
(lima) hari kerja
2. | Melanggar peraturan kedinasan Teguran Tertulis Disiplin Ringan
(jam masuk/ pulang kerja)
3. | Melalaikan tugas kedinasan pada | Teguran Tertulis Disiplin Ringan
jam kerja/dinas

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Peranap

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk pelanggaran disiplin PNS di
Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu tidak masuk
kerja selama 5 (lima) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Teguran
Lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf a PP RI Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya pada tabel di atas, untuk pelanggaran disiplin PNS di Kantor
Camat tersebut, yaitu melanggar peraturan kedinasan (jam masuk/ pulang kerja),

diberi  hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis. Pemberian hukuman
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disiplin ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 14 PP RI Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran disiplin PNS tersebut

dikarenakan PNS sering terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktu

Pegawai Ne elanggaran d e arenakan PNS
sering tida langsung atau
melakukan pelaksanaan tugas,

sehingga bisa berdamp ( ada a an tugas pada unit

PNS yang dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan
dalam peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini adalah Peraturan
Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 7
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bahwa hukuman disiplin PNS terdiri dari Hukuman disiplin ringan; Hukuman
disiplin sedang; dan Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri

dari: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; dan c) Pernyataan tidak puas secara

tertulis.

Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, secara keseluruhan sudah
berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan penerapan disiplin Pegawai Negeri
Sipil di instansi tersebut, khususnya mengenai penerapan disiplin ringan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu

penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut juga bermanfaat
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membina Kkinerja pegawai dan berpengaruh dalam memotivasi kedisiplinan kerja

pegawai, serta memberikan efek jera kepada PNS yang melanggar peraturan

disiplin.

suatu organisasl atau NS o a._Mmanusia dalam suatu
organisasi : Smerir - ’ ebagai pelaksana
tugas-tugas cerjaar : oI : perencana
program/ke : sumber daya

manusia mempunyai pe entral da inan, ole pab Itu pengelolaan

itaskan. Hal ini

’Q an.erat dengan kedisiplinannya.
Kedisiplinan sangat dibutu ‘ A a dengan adanya kedisiplinan yang baik
maka sumber daya manusia sebagal anggota organisasi dapat bekerja dan
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan berperilaku sesuai dengan
norma-norma dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu maka sumber daya
manusia tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif

dan efisien.
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Demikian pula halnya sumber daya manusia yang ditempatkan sebagai
Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah. Mengingat pentingnya kedisiplinan
tersebut, maka pimpinan instansi pemerintah seyogianya selalu berupaya
membina dan meningkatkan kedisiplinan_Pegawal Negeri. Sipil bawahannya.
Dalam kaitan ini, maka pihak pimpinan harus mampu mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat 'kedisiplinan pegawai, sehingga pembinaan
disiplin dapat berlangsung efektif.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota merupakan
satuan kerja yang mengemban tugas pokok dan fungsi cukup penting untuk
mensukseskan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat daerah. Oleh sebab itu organisasi Kecamatan juga perlu didukung oleh
pegawai yang memiliki kedisiplinan yang baik. Demikian pula halnya pada
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Pegawal Negeri Sipil yang ditempatkan di Kantor Camat Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragirt Hulu, seperti halnya pada instansi-instansi
pemerintah lainnya,  pada hakekatnya berkewajiban melaksanakan peraturan
disiplin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Dengan begitu maka Pegawai Negeri Sipil
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga
profesionalisme, kinerja dan produktivitas kerja dapat diwujudkan sebagaimana
yang diharapkan.

Dari uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan sebelumnya, menunjukkan belum maksimalnya kedisiplinan
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Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya pelanggaran disiplin oleh
Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut. Belum maksimalnya kedisiplinan
disiplin Pegawai_INegeri Sipil di.instansi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil.

Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil di' Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dari
hasil wawancara dengan Camat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan PNS diantaranya efektivitas
pengawasan disiplin, dan ketegasan dalam penjatuhan sanksi hukuman”
(Hasil ~Wawancara dengan Sekretariss Camat Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)

Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kkedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil di Kantor/€amat | Kecamatan Peranap.Kabupaten Indragiri
Hulu, dari wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Camat diperoleh
penjelasan sebagal berikut:

“Faktor yang dapat.mempengaruhi kedisiplinan PNS diantaranya yaitu
adanya keteladanan pimpinan yang baik, serta adanya pengawasan disiplin
yang efektif dari pihak atasan” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris
Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 27/02/2019)
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan responden tersebut di atas

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

meliputi keteladanan pimpinan, pengawasan disiplin, dan ketegasan dalam

penjatuhan sanksi hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar
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peraturan disiplin. Keteladanan pimpinan yang baik diperlukan agar pimpinan

dapat dijadikan panutan bagi para pegawai bawahan dalam melaksanakan dan

menaati peraturan disiplin. Selanjutnya pengawasan disiplin yang dilakukan

Dalam suatu organisasi pemerintah seperti hal pada Kantor Camat
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka Camat selaku
pimpinan sudah seharusnya mampu memberikan keteladanan yang baik bagi
segenap pegawai bawahannya. Dalam kaitan ini pimpinan atau atasan langsung
pegawai di instansi tersebut pada umumnya berupaya memberikan keteladanan

bagi bawahannya, terutama dalam hal mematuhi peraturan disiplin kehadiran
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kerja yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dapat membina dan
meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Sebagaimana yang dikemukakan Hasibuan bahwa “Teladan pimpinan

yang baik, be i i 3 gan teladan

pimpinan Jika teladan

pimpinan akan kurang
disiplin” (

eladan pimpinan
dalam mempengruhi ) Ja pada Kantor Camat
ni dikarenakan
adanya ketelz bagi bawahan,

terutama dala

memberikan ketelada QQ . 3pac a bawahannya, terutama
dalam hal kedisiplinan. Seba § Jadi panutan bagi bawahannya
dalam berperilaku disiplin dan dalam melaksanakan bertugas tugas dan pekerjaan

yang menjadi kewajibannya.

2. Pengawasan disiplin oleh pimpinan
Pihak pimpinan suatu organisasi atau instansi pemerintah perlu
mengembangkan dan melaksanakan sistem pengawasan yang efektif terhadap

bawahannya. Adapun salah satu pengawasan yang sangat penting dilakukan yaitu
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pengawasan terhadap kedisiplinan. Pengawasan disiplin oleh pimpinan diperlukan
agar pegawai bawahan benar-benar mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang
ditetapkan, dan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh pegawai
bawahan tersebut./Apabila dalam aktivitas pengawasan yang.dilakukan ditemukan
adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh pegawai bawahan, maka
pihak pimpinan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat (\Waskat) merupakan salah satu sistem pengawasan
yang diyakini efektif dilakukan pimpinan untuk mengawasi kedisiplinan terhadap
bawahannya. Hal ini dikarenakan pengawasan melekat dilakukan pimpinan tidak
hanya melalui laporan, akan tetapi juga dilakukan dengan cara-mengawasi secara
aktif dan langsung terhadap perilaku kerja bawahannya. Dengan demikian
pengawasan melekat perlu- diterapkan pada_organisasi atau instansi-instansi
pemerintah.

Menurut Hasibuan bahwa,”Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan
nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan kayawan. Dengan
Waskat berarti atasan harus aktif.dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap,
gaiah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu
ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika
ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan
merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan

dari atasannya” (Hasibuan, 2009;196).

100



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan disiplin
oleh pimpinan atau atasan langsung dalam mempengruhi kedisiplinan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

3. Ketegasan dalam penjatuhar

Ketentuan sanksi hukuman bagi para pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin yang ditetapkan diharapkan mampu mencegah atau
meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin, sehingga dapat membina
kedisiplinan pegawai. Adanya ketentuan mengenai sanksi hukuman tersebut juga
diharapkan akan memberikan kepastian bagi pimpinan untuk mengambil tindakan,

dan mampu mendorong para pegawai untuk melaksanakan kewajiban tugas dan
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tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta menumbuhkan sikap kerja yang
produktif dan menampilkan kinerja yang baik.

Penjatuhan hukuman merupakan upaya penindakan yang dilakukan pada
pihak atau seseorang Yyang -dianggap telah- melakukan. penyimpangan atau
pelanggaran terhadap norma-norma, ketentuan maupun peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Begitu, pula‘halnya dengan penjatuhan hukuman disiplin
bagi pegawai pada suatu organisasi atau instansi pemerintah. Namun demikian
dalam penjatuhan hukuman termasuk dalam pemberian hukuman disiplin bagi
pegawai yang dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin, hendaklah
dilakukan secara tegas sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.
Ketegasan dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai diperlukan agar dan
meningkatkan kepercayaan di kalangan pegawai terhadap kredibilitas
organisasi/instansi terkait.

Menurut Hasibuan bahwa “ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan
akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Pimpinan_harus berani dan tegas
bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan
sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas
menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui
kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian,pimpinan akan dapat
memelihara kedisiplinan karyawan” (Hasibuan, 2009;197).

Ketegasan pimpinan dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang dianggap telah melanggar ketentuan disiplin sebagaimana yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan diperlukan, agar memberikan
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dampak positif terhadap pembinaan kedisilinan Pegawai Negeri Sipil. Dengan
adanya ketegasan pimpinan dalam penjatuhan hukuman disiplin maka diharapkan

dapat mendorong para Pegawai Negeri Sipil agar selalu berupaya mematuhi

tersebut p a suda 0 uman disiplin
terhadap pegawai. Pejatuhan hukumz i selalu dilakukan
tanpa diskr : ai, dan setiap
tegas. Dengan

meningkatkan

Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaan disiplin sesuai dengan sanksi
hukuman yang berlaku. Tanpa adanya tindakan yang tegas dari pihak pimpinan
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaan disiplin, maka
dikhawatirkan akan terulangnya pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai

tersebut.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

2  Faktor-faktor yang memg edisiplinan Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Camat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah
faktor keteladanan pimpinan, pengawasan disiplin oleh pimpinan, dan
ketegasan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Karena dengan adanya
keteladanan pimpinan yang baik, dan pengawasan disiplin yang efektif,
serta  penjatuhan hukuman disiplin yang tegas, maka akan dapat

membina kedisiplinan pegawai.
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B. Saran
Adapun saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan pelaksanaan

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

nya selalu berupaya

‘!‘-b\“ .ab ipil yang

: ﬂ‘ as organisasi

taaN

teraan pegawai,

Ll U T Y

yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan
penyampaian keputusan hukuman disiplin.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil hendaknya selalu berupaya untuk mematuhi

ketentuan peraturan disiplin yang berlaku, dengan cara menjalankan setiap

kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana yang telah ditetapkan,

sehingga tercipta kedisiplinan yang baik.
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